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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta 

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 

atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 

barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai 

dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemikiran atas dinamika 

dan tantangan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor 

pariwisata berbasis lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. 

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan 

iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial, peran CSR 

mengalami pergeseran fundamental—dari sekadar aktivitas 

filantropi menjadi strategi korporasi yang menyatu dalam prinsip 

keberlanjutan. 

Melalui pendekatan CSR Hijau, buku ini membahas bagaimana 

perusahaan dapat mengambil peran aktif dalam mendorong 

transformasi sosial dan ekologis yang berkelanjutan. Studi kasus 

praktik baik yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power UP 

Pacitan di kawasan Sungai Maron, menjadi titik fokus yang 

memperkaya narasi dan menawarkan pembelajaran yang konkret 

dan aplikatif. 

Struktur buku ini dibagi ke dalam lima bab utama. Bab I memetakan 

latar belakang dan urgensi keterkaitan antara CSR dan pariwisata 

berkelanjutan. Bab II mengulas secara konseptual dan praktis 

tentang CSR Hijau. Bab III menggambarkan pentingnya peran 

komunitas lokal sebagai aktor kunci dalam pengembangan 

pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Bab IV menghadirkan 

praktik inovasi sosial di Sungai Maron, yang menjadi contoh nyata 

kolaborasi multisektor dalam membangun ekowisata. Bab V 

menyajikan refleksi, pembelajaran, serta rekomendasi strategis 
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untuk replikasi dan pengembangan model CSR yang transformatif di 

masa depan. 

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis bagi 

peneliti, mahasiswa, dan praktisi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi 

para pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan komunitas lokal yang 

ingin membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil 

secara sosial. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku 

ini dapat menjadi salah satu pijakan menuju penguatan praktik CSR 

Hijau yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga berdampak 

nyata bagi masyarakat dan lingkungan. 
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BAB I  

LATAR BELAKANG FENOMENA CSR DAN URGENSI 

PARIWISATA BERKELANJUTAN 

 

1.1. Perubahan paradigma CSR: Dari Filantropi Menuju 

Keberlanjutan 

Pada era awal perkembangannya, Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak lebih dari aktivitas filantropi korporat 

inisiatif sukarela yang sering bersifat simbolis dan tidak terintegrasi 

dengan inti operasional perusahaan. Praktik ini umumnya berbentuk 

donasi, sumbangan untuk amal, atau sponsor terhadap komunitas, 

tanpa strategi jangka panjang yang sistematis. Pada periode 1950–

1960-an, tokoh seperti Andrew Carnegie dan John D. Rockefeller 

menjadi ikon bagi model CSR semacam ini. Bahkan Milton 

Friedman pernah menegaskan bahwa “social responsibility of 

business is to increase its profits,” menandai bahwa perhatian utama 

perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham 

(Carroll, A. B., & Shabana, 2010).  

Seiring tumbuhnya gerakan lingkungan dan kesadaran sosial 

pada 1970-an hingga 1980-an, paradigma CSR mulai mengalami 

pergeseran. Tragedi lingkungan, seperti tumpahan minyak Exxon 

Valdez, memicu kritik terhadap dampak bisnis dan memperluas 

ekspektasi publik terhadap tanggung jawab korporat. Teori 
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stakeholder, yang menekankan bahwa perusahaan harus 

memperhatikan berbagai pihak mulai dari karyawan, konsumen, 

hingga komunitas membawa CSR lebih jauh dari sekadar legal 

compliance maupun donasi filantropis (Wibisono, 2007). 

Memasuki 1990-an hingga 2000-an, CSR mengalami proses 

institusionalisasi. Banyak perusahaan mulai membentuk departemen 

CSR, menyusun laporan keberlanjutan, dan melakukan dialog 

dengan pemangku kepentingan. Konsep seperti corporate 

citizenship dan shared value berkembang sebagai kerangka kerja 

yang memposisikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. John 

Elkington memperkenalkan model Triple Bottom Line yakni 

keseimbangan antara People, Planet, dan Profit sebagai pendekatan 

yang menyatukan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam 

penilaian kinerja perusahaan (Carroll & Shabana, 2010; Elkington & 

Rowlands, 1999). 

Pada dekade 2010-an hingga kini, paradigma CSR semakin 

bertransformasi menjadi strategi terintegrasi. Porter dan Kramer 

memperkenalkan konsep Creating Shared Value (CSV) yang 

menegaskan bahwa perusahaan dapat menciptakan baik nilai sosial 

maupun ekonomi secara simultan, bukan sekadar tanggung jawab 

moral atau citra (Dahlsrud, 2008). Mereka menyatakan bahwa 

perusahaan harus meredefinisi tujuan korporasi: bukan hanya 

sebagai pencari keuntungan, melainkan juga sebagai agen untuk 
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mengatasi isu sosial melalui inovasi dan integrasi keunggulan bisnis. 

CSV menunjukkan bahwa CSR bukan hanya respon terhadap 

tekanan eksternal, melainkan bagian dari visi jangka panjang 

perusahaan. 

Lebih lanjut, (Visser, 2012) memperkaya teori ini dengan 

kerangka CSR 2.0, yang menandai pergeseran dari CSR “1.0” yang 

masih bersifat defensif, promosi, atau strategis menuju CSR yang 

sistemik dan transformatif. Visser mengidentifikasi tiga kelemahan 

CSR 1.0 yaitu sifatnya yang incremental, perannya yang marginal 

dalam perusahaan, serta anggapan bahwa CSR hanya sebagai beban 

biaya bisnis. Sebagai solusi, CSR 2.0 menawarkan prinsip-prinsip 

seperti kreativitas, skalabilitas, responsif, glokalitas (integrasi global 

dan lokal), dan circularity dengan DNA yang mencakup penciptaan 

nilai, tata kelola baik, kontribusi sosial, dan integritas lingkungan. 
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Gambar 1.1 Evolusi Paradigma CSR 

 

Sumber: Penulis 

Secara teoretis, perubahan paradigma ini juga dapat 

dipahami melalui evolusi konsep CSR menurut (Carroll, A. B., & 

Shabana, 2010), yang menempatkan tanggung jawab perusahaan 

dalam empat kategori hierarkis: tanggung jawab ekonomi, hukum, 

etis, dan filantropis dengan filantropi berada di puncak hierarki, 

hanya dapat diprioritaskan setelah tiga tanggung jawab dasar 

dipenuhi. Namun, CSR modern menempatkan filantropi bukan 
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sebagai puncak, melainkan sebagai bagian dari strategi yang 

berkelanjutan dan sejalan dengan misi korporat. 

Perkembangan terkini, csr juga semakin terkait dengan ESG 

(Environmental, Social, Governance) sebagai kerangka pengukuran 

yang lebih formal dan teknis, yang menjadi acuan utama bagi 

investor global. CSR kini menjadi syarat penting dalam menarik 

investasi, membangun reputasi, serta memastikan keberlanjutan 

operasional. 

Filantropi Voluntaris: Fokus pada Donasi, Citra, dan Tidak 

Terikat Strategi Inti 

Filantropi voluntaris merupakan bentuk CSR yang 

menitikberatkan pada aktivitas donasi dan bantuan sosial yang 

bersifat sukarela, tanpa keterikatan langsung dengan strategi inti 

atau model bisnis perusahaan (Carroll, A. B., & Shabana, 2010). 

Karakteristik utama pendekatan ini adalah fokus pada pencitraan 

positif (image building), pemenuhan ekspektasi sosial, serta 

kontribusi jangka pendek terhadap isu kemasyarakatan. Bentuknya 

dapat berupa bantuan dana, beasiswa, dukungan bencana alam, 

hingga sponsor kegiatan budaya atau olahraga. 

Di Indonesia, praktik filantropi voluntaris lazim ditemukan 

pada perusahaan yang ingin memperkuat reputasi atau 

meningkatkan brand awareness, terutama pada sektor perbankan, 



12 

 

energi, dan konsumsi. Misalnya, program bantuan bencana alam 

yang dilakukan oleh berbagai BUMN pasca-gempa Lombok dan 

tsunami Palu pada 2018. Meskipun berdampak positif bagi 

masyarakat, program ini sering kali bersifat one-off dan tidak 

diintegrasikan dengan strategi jangka panjang perusahaan (Wibisono, 

2007). 

Kritik terhadap pendekatan ini adalah rendahnya 

keberlanjutan dampak sosial yang dihasilkan. Karena tidak 

terhubung dengan kompetensi inti perusahaan, kontribusinya 

cenderung berhenti pada fase bantuan awal dan tidak menjamin 

kemandirian penerima manfaat (M. E. Porter & Kramer, 2006). 

Namun demikian, filantropi voluntaris tetap memiliki peran penting, 

terutama dalam situasi darurat di mana respon cepat sangat 

dibutuhkan, seperti pada penanggulangan bencana. 

Dalam konteks perkembangan CSR di Indonesia, filantropi 

voluntaris menjadi titik awal sebelum perusahaan bertransformasi 

menuju pendekatan CSR strategis dan berbasis keberlanjutan. 

Transformasi ini memerlukan pergeseran fokus dari sekadar 

pemberian donasi menjadi integrasi nilai sosial dalam rantai nilai 

perusahaan. 

 



13 

 

Compliance dan Risk Management: Respons terhadap Regulasi 

dan Reputasi 

 Tahap compliance dan risk management dalam evolusi 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menandai pergeseran dari 

sekadar tindakan filantropi menuju keterikatan formal terhadap 

kewajiban hukum dan perlindungan reputasi. Dalam pendekatan ini, 

CSR tidak lagi dilihat semata sebagai aktivitas sukarela (voluntary-

based) yang lepas dari strategi bisnis, melainkan sebagai respons 

terhadap kerangka regulasi dan instrumen hukum yang mengikat, 

sekaligus sarana mitigasi risiko terhadap reputasi perusahaan 

(Carroll, A. B., & Shabana, 2010). 

 Di Indonesia, perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh 

lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT), khususnya Pasal 74 yang mengatur Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan Terbatas yang 

menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam. Regulasi ini menegaskan bahwa CSR bukan lagi 

pilihan, melainkan kewajiban hukum (mandatory) yang harus 

dianggarkan dan dilaksanakan, dengan sanksi moral maupun hukum 

jika diabaikan (Siregar, 2018). Hal ini menjadi titik balik di mana 

banyak perusahaan mulai mengintegrasikan program sosial dan 

lingkungan sebagai bagian dari compliance corporate governance. 



14 

 

 Dari sudut pandang risk management, kepatuhan terhadap 

regulasi TJSL membantu perusahaan meminimalkan risiko reputasi 

yang dapat memengaruhi hubungan dengan investor, konsumen, dan 

pemerintah (M. E. Porter & Kramer, 2006). Di era keterbukaan 

informasi, perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan 

lingkungan dapat mengalami kerugian citra (brand damage), 

penurunan nilai saham, bahkan boikot konsumen. Oleh karena itu, 

CSR berbasis compliance berfungsi sebagai mekanisme 

perlindungan jangka panjang. 

 Praktik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak BUMN 

dan perusahaan swasta mulai mengalokasikan anggaran CSR dengan 

merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), 

memastikan sinkronisasi dengan regulasi, dan mempublikasikan 

laporan keberlanjutan (sustainability report). Misalnya, PT 

Pertamina dan PT PLN Nusantara Power yang telah mengadaptasi 

strategi TJSL yang fokus pada konservasi lingkungan, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan infrastruktur 

sosial. 

 Meskipun demikian, model compliance-driven CSR masih 

sering dikritik karena cenderung reaktif dan fokus pada pemenuhan 

kewajiban administratif, bukan pada penciptaan nilai bersama 

(shared value) (M. E. . & K. M. R. Porter, 2006). Namun, dalam 

konteks regulasi di Indonesia, tahap ini menjadi fondasi penting 
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sebelum perusahaan dapat bertransformasi menuju CSR strategis 

yang terintegrasi penuh dalam model bisnis berkelanjutan. 

Institusionalisasi dan Triple Bottom Line: CSR sebagai Bagian 

dari Model Bisnis 

 Konsep Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh 

(Elkington & Rowlands, 1999) memandang keberhasilan korporasi 

tidak hanya diukur dari keuntungan (profit), tetapi juga dari 

kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia (people) dan 

keberlanjutan lingkungan (planet). Dalam fase ini, CSR tidak lagi 

ditempatkan sebagai aktivitas tambahan (add-on), melainkan 

diintegrasikan ke dalam strategi bisnis inti (core business strategy). 

Proses institusionalisasi CSR berarti perusahaan membangun 

kebijakan, prosedur, dan indikator kinerja yang menginternalisasi 

prinsip TBL ke dalam operasi sehari-hari (Schaltegger & Burritt, 

2018). 

 Di Indonesia, pendekatan ini semakin relevan setelah 

keluarnya regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perseroan yang bergerak di 

bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk 

melaksanakan TJSL. Implementasi TBL mendorong perusahaan 

untuk memastikan bahwa kebijakan CSR selaras dengan tujuan 
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bisnis jangka panjang dan keberlanjutan sumber daya yang menjadi 

basis operasi mereka. 

 Dalam praktiknya, banyak perusahaan BUMN seperti PT 

PLN, PT Pertamina, dan PT Telkom Indonesia telah memformalkan 

program CSR ke dalam Sustainability Roadmap yang mengacu pada 

prinsip TBL. Misalnya, PT PLN Nusantara Power UP Pacitan 

melalui program Sungai Maron yang mengintegrasikan green 

innovation untuk mengurangi emisi karbon (Planet), membina 

UMKM energi bersih (People), dan sekaligus membuka peluang 

pasar baru untuk teknologi energi terbarukan (Profit). Pendekatan 

ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga 

menciptakan nilai bersama (shared value) yang memperkuat daya 

saing perusahaan (M. E. Porter & Kramer, 2011). 

 Selain BUMN, perusahaan swasta seperti Unilever Indonesia 

juga menjadi contoh institusionalisasi CSR berbasis TBL melalui 

Unilever Sustainable Living Plan yang menggabungkan inovasi 

produk ramah lingkungan, pemberdayaan petani lokal, dan efisiensi 

rantai pasok untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan 

reputasi merek. 

 Dengan demikian, institusionalisasi CSR berbasis TBL di 

Indonesia merupakan evolusi strategis yang menggeser CSR dari 

aktivitas filantropis atau sekadar kepatuhan hukum menuju kerangka 
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bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan 

lingkungan secara simultan. 

Strategic CSR dan Creating Shared Value: Sinergi Nilai Bisnis 

dan Sosial 

 Strategic Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu 

pada integrasi kegiatan sosial dan lingkungan ke dalam strategi inti 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bisnis 

sekaligus manfaat sosial secara berkelanjutan (Werther Jr & 

Chandler, 2010). Berbeda dari CSR tradisional yang cenderung 

reaktif atau filantropis, strategic CSR berorientasi jangka panjang, 

fokus pada keunggulan kompetitif, dan didasarkan pada analisis 

dampak bisnis terhadap lingkungan sosial-ekonomi. 

 Pendekatan ini menemukan penguatan konseptual dalam 

gagasan Creating Shared Value (CSV) yang diperkenalkan (M. E. 

Porter & Kramer, 2011), di mana keberhasilan bisnis dan kemajuan 

sosial dilihat sebagai dua hal yang saling bergantung. CSV 

menekankan penciptaan nilai bersama melalui tiga strategi utama: (1) 

menciptakan produk dan pasar yang memenuhi kebutuhan sosial, (2) 

membangun efisiensi dalam rantai nilai yang mengurangi biaya 

sekaligus dampak negatif, dan (3) mengembangkan kluster industri 

lokal yang kuat. 
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 Di Indonesia, penerapan strategic CSR dan CSV semakin 

berkembang, khususnya setelah Peraturan Menteri BUMN No. PER-

05/MBU/04/2021 yang mengatur Program Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan (TJSL) berbasis Creating Shared Value. Aturan ini 

mendorong BUMN untuk mengarahkan program CSR ke sektor 

prioritas seperti pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK, 

yang selaras dengan core business. 

 Adapun praktik strategic csr dan CSV di Indonesia yang 

mengacu pada regulasi TJSL, dan kebijakan terbaru mengenai 

energi: 

•  PT PLN Nusantara Power Pembangkitan Pacitan yang 

memiliki inovasi co-firing dalam menciptakan energi bersih, dan 

mengintegrasikan penyediaan listrik energi terbarukan di daerah 

terpencil dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini 

menciptakan diversifikasi ekonomi yakni, masyarakat sekitar dapat 

menjadi mitra bisnis perusahaan dalam memasok biomassa sebagai 

bahan baku co-firing (nilai sosial), dan sekaligus menciptakan pasar 

baru untuk teknologi listrik ramah lingkungan (nilai bisnis). 

•  Danone-AQUA menjalankan program AQUA Lestari yang 

mengelola sumber air secara berkelanjutan melalui konservasi DAS, 

pemberdayaan petani, dan edukasi lingkungan. Pendekatan ini 
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menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku (nilai bisnis) sambil 

mengurangi degradasi lingkungan (nilai sosial). 

 Secara akademis, strategic CSR dan CSV menjadi kerangka 

yang relevan untuk menjawab tantangan SDGs (UN, 2015), karena 

mendorong perusahaan bukan hanya menjadi donor, tetapi juga co-

creator solusi sosial-ekologis. Dalam konteks ini, nilai bisnis dan 

sosial tidak lagi dipandang sebagai trade-off, melainkan mutually 

reinforcing outcomes yang saling menguatkan. 

CSR 2.0 dan ESG: dari Kepatuhan ke Transformasi yang 

Terukur 

 Konsep CSR 2.0 menandai pergeseran dari CSR yang 

bersifat filantropis–komunikatif menuju praktik yang transformatif, 

terintegrasi, dan berbasis dampak. Wayne Visser menggarisbawahi 

bahwa kelemahan CSR “generasi pertama” yang cenderung add-on, 

sporadis, dan berorientasi citra harus digantikan oleh pendekatan 

yang memiliki DNA keberlanjutan: penciptaan nilai, tata kelola 

yang baik, inovasi sirkular, skalabilitas, dan responsivitas (Visser, 

2012). Dalam CSR 2.0, isu lingkungan–sosial tidak berada di 

pinggir strategi, melainkan menjadi arus utama dalam model bisnis, 

proses, dan budaya organisasi. Literasi digital (pelacakan rantai 

pasok, data emisi real-time), ekonomi sirkular, dan kemitraan 
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multipihak menjadi instrumen kunci untuk menggerakkan perubahan 

sistemik (Schaltegger & Burritt, 2018). 

 Transformasi ini menemukan pasangan alamiahnya dalam 

kerangka ESG (Environmental, Social, Governance), yakni 

seperangkat metrik, standar pengungkapan, dan ekspektasi investor 

yang menuntut kinerja keberlanjutan dapat diukur, diaudit, dan 

dibandingkan lintas perusahaan. Bukti empiris lintas studi 

menunjukkan bahwa kinerja ESG yang baik berkorelasi dengan 

kinerja keuangan yang lebih stabil, biaya modal lebih rendah, dan 

ketahanan risiko jangka panjang (Fatemi et al., 2018). Lebih 

spesifik, ketika perusahaan berfokus pada isu-isu material (misal 

emisi untuk sektor energi, keselamatan bagi manufaktur), pasar 

mengapresiasi dan memberi premi valuasi (M. Khan et al., 2016). 

Dalam praktik, ESG mentranslasikan CSR 2.0 menjadi tata kelola 

data dan proses manajerial: penetapan target berbasis sains (misal 

science-based targets), integrasi risiko iklim dalam manajemen 

enterprise, internal carbon pricing, serta pengungkapan sesuai 

standar global (misal GRI, SASB, TCFD). Transisi menuju tata 

kelola yang lebih kuat ini menggeser fokus dari pelaporan naratif 

menuju pengukuran hasil (outcomes) seperti intensitas emisi, injury 

rate, gender pay gap, keterlibatan pemangku kepentingan, dan 

integritas rantai pasok (SAMPJ; GRI-linked studies). 
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 Namun, literatur juga mengingatkan tiga tantangan. Pertama, 

heterogenitas penilaian ESG antar-penyedia rating dapat 

menimbulkan kebingungan dan arbitrage informasi (Dorfleitner et 

al., 2018). Kedua, risiko greenwashing meningkat ketika 

pengungkapan tidak disertai perubahan operasi yang nyata; riset JBE 

menegaskan perlunya assurance independen dan board oversight 

untuk kredibilitas (Mahoney et al., 2013). Ketiga, konsekuensi 

finansial tidak selalu simetris: pasar memberi hukuman lebih besar 

pada kegagalan sosial–lingkungan dibanding penghargaan terhadap 

kepatuhan minimal (Werther Jr & Chandler, 2010). 

 Bagi konteks Indonesia terutama BUMN dan sektor berbasis 

sumber daya CSR 2.0 dan  ESG memberi peta jalan operasional: 

menghubungkan program TJSL (yang wajib secara hukum) dengan 

inisiatif material terhadap bisnis inti (efisiensi energi, pengelolaan 

air, keselamatan kerja, inklusi UMKM pemasok), lalu mengukurnya 

melalui indikator ESG yang konsisten dan diaudit. Dengan 

demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi 

mengamankan lisensi sosial untuk beroperasi, memperkuat 

kepercayaan investor, sekaligus berkontribusi pada agenda SDGs 

melalui dampak yang terukur dan dapat direplikasi. 
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